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MEMUNCULKAN KARAKTER HUKUM PROGRESIF
DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
SOLUSI PENCARIAN DAN PENEMUAN KEADILAN SUBSTANTIF

Ridwan'®
Universitas Sriwijaya Palembang

Uncovering the progressive law’s characteristics from principles of good
governance: an attempt at finding substantive justice

Abstract

Principles of good governance consist of written and unwritten rules and those
should serve as directives guiding government officials in the performance of
their public duties. The progressive character of administrative law centred on
such norms or principles of good governance developed from morality, custom
and ethical values and sense of fairness. Gaps and shortcomings found in legal
rules are expected to be compensated by government officials applying those
well established principles. Nonetheless, in legal practice, much depend on
human actors - the primary users of such legal rules and principles — and their
understanding of such rules.
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bahwa hukum memang ada dalam
undang-undang, tetapi masuh harus
ditemukan'*? Dengan demikian, akti
vitas mencari hukum dalam per-
aturan adalah upaya menemukan
makna dan nilai yang dikandung-
nya. Akan tetapi, aktivitas pencarian
tersebut sering terabaikan dalam
menjalankan norma pemerintahan.
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hukum seperti tersebut di atas, me-
munculkan tawaran-tawaran berba-
gai konsep alternatif, seperti konsep
pemerintahan yang bersih (clean go
vernment) dan tata kelola pemerin-
tahan yang baik (good governan
ce)"™ Konsep clean government
dan good governance, tidak hanya
menghendaki terlaksananya peme-
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rintahan yang bersih dari korupsi,
melainkan juga mencakup efisiensi,
efektif, terbuka dan akuntabel.

Pemerintahan tersebut di atas,
diartikan sebagai bestuursvoering
(pelaksanaan tugas pemerintahan),
sedangkan organ yang melaksana-
kan tugas itu disebut pemerintah'*
Dengan demikian, istilah pemerin-
tahan itu memiliki dua dimensi, per
tama, pemerintahan dalam arti fung
si yaitu aktivitas pemerintah, kedua,
pemerintahan dalam arti organisasi
(struktur) yaitu keseluruhan dari or
gan-organ pemerintahan. Pelaksana
an fungsi pemerintahan diwujudkan
dalam berbagai macam tindak peme
rintahan, seperti keputusan-keputus
an, penetapan-penetapan tertulis
yang bersifat umum, dan tindakan
nyata dalam rangka memelihara ke
tertiban dan upaya mensejahtera
kan masyarakat.

Berbagai instrumen pemerintah
an, baik bersifat fisik maupun non
fisik (yuridis) didayagunakan dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pe
merintahan tersebut. Instrumen pe-
merintahan yang bersifat fisik, se-
perti alat tulis, gedung, kantor, alat
transportasi dan alat komunikasi,
sedangkan instrumen yuridis, misal
nya peraturan perundang-undang-
an, keputusan-keputusan, peraturan
kebijaksanaan, perizinan dan ins-
trumen hukum keperdataan'*®

Kekuasaan yang besar dimiliki
oleh negara untuk mengurus negara
dan mensejahterakan warganya,
perlu diimbangi adanya jaminan
perlindungan hukum bagi warga'*
melalui berbagai media atau institusi
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keadilan.  Perlindungan  hukum
(rechtshescherming)  sehubungan
dengan dikeluarkannya penetapan-
penetapan tertulis yang individual
(beschikking), dapat dilakukan me
lalui administratief beroef dan Per
adilan TUN. Keabsahan suatu
beschikking diuji oleh Peradilan
TUN atau peradilan administrasi khu
sus lainnya, baik dari segi kewe-
nangan, prosedur, maupun sub
stansi. Suatu tindakan hukum pe
merintahan, seperti beschikking,
mungkin dinilai sesuai dengan we
wenang pemerintahan yang dimiliki,
tetapi belum tentu cara (prosedur)
penggunaan wewenangnya telah di
lakukan dengan baik.

Tulisan ini bermaksud untuk
menjelaskan dan mengkritisi sepu-
tar fenomena-fenomena hukum dan
keadilan yang sering muncul, bahwa
norma-norma hukum pemerintahan
sering tidak memberikan rasa ke-
adilan yang cukup dalam arti sub-
stantif. Padahal, terhadap tindak
pemerintahan yang menimbulkan
akibat hukum — pada umumnya da
lam bentuk beschikking — tidak cu
kup hanya dinilai dari perspektif
wetmatigheid, melainkan harus di
dasarkan atas  rechtmatigheid.
Setting untuk mencapai rechtmatig-
heids van bestuurs tersebut, telah
diikat oleh asas-asas umum peme-
rintahan yang baik (algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur).

Terdapat beberapa terjemahan
untuk istilah beginselen dan behoor-
lijk. Ada yang menterjemahkan
beginselen dengan prinsip-prinsip,
dasar-dasar atau asas-asas, se

HR., Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 28
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dangkan istifah behoorfijk diterje-
mahkan dengan: yang sebaiknya,
yang baik, yang layak, atau yang
patut'¥’ Dalam kepustakaan admi-
nistrasi Indonesia, algemene begin-
selen van behooriijk bestuur ter-
sebut populer dengan sebutan
asas-asas umum pemerintahan
yang baik. Sampai saat ini kata
“behoorlijk sering diartikan “baik”,
meskipun disadari bahwa “behoor-
lijk" artinya patut atau layak (dalam
bahasa Inggris: behoortijk = proper;
algemene beginselen van berhoor-
liik bestuur = principles of proper
administration or principles of due
administration). Dalam tulisan ini
tidak mempersoalkan istilah mana
yang lebih sesuai dari segi kebaha
saan, namun untuk kepentingan
praktis penulisan ini digunakan isti
lah asas-asas umum pemerintahan
yang baik (AUPB) sebagai terje
mahan dari algemene beginselen
van berhooriijk bestuur."®

AUPB Sebagai Norma Pemerin-
tahan

Konsep AUPB terkait dgn upa-
ya-upaya untuk meningkatkan per-
lindungan hukum (rechtsbecher
ming) bagi rakyat terhadap tindak
pemerintahan yang menyimpang. Di
sisi lain, seklaigus untuk mengawal
agar terciptanya tindak pemerintah
an (bestuurs handelingen) yang ber-
sih (absah). Sandaran perlindungan

hukum bagi rakyat tidak hanya ter
dapat pada ketentuan hukum ter
tulis, melainkan juga terdapat pada
ranah teks hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap AUPB
sebagai bagian dari norma hukum
pemerintahan dan perindungan hu
kum warga adalah konsekuensi ber
kembangnya konsep negara hukum.
Dalam konsep negara hukum dewa
sa ini, mewajibkan negara untuk me
nyelenggarakan kepentingan umum
dalam arti yang seluas-luasnya atau
disebut juga negara hukum (welva
artsstaat, welfare state). Peran nega
ra hukum kesejah teraan berlandas
kan dalil staats bemoeienis, yaitu
negara dan pemerintah terlibat aktif
dalam mewujudkan kehidupan sosi-
al ekonomi masyarakat (kesejahtera
an umum), di samping menjaga ke
tertiban dan keamanan (rust en
orde). Saat ini peran itu ditambah
lagi, yaitu terselenggaranya pemerin
tahan yang bersih.

De Monchy, seperti dikutip oleh
A. Muin, menuturkan untuk terlak-
sananya pemerintahan yang bersih
tidak cukup hanya berpegang pada
aturan normatif undang-undang,
melainkan harus berpedoman pula
pada asas-asas umum pemerin-
tahan yang baik (AUPB-penulis)'®
Temuan oleh Komisi de Monchy
tersebut dikembangkan oleh para
ahli hukum administrasi di beberapa
negara, terutama di Belanda, ter-
masuk di Indonesia. AUPB tersebut

%7 periksa Lotulung, Paulus Effendi. 1994. Himpunan Makaloh Asas-asas Umum Pemerintohan yang
Baik. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Periksa pula Fahmal A. Muin. 2006. Peran Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta: Ull Press.
Periksa pula Hamidi, Jazim. 1999. Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Periksa
juga Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara.
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diberfakukan oleh hakim sefaku kai-
dah dalam menguii kegoutusan admi-
nistrasi (beschikking)'™* Dengan de
mikian, AUPB tidak lagi sekedar ber
peran sebagai asas hukum pada
umumnya, tetapi berubah menjadi
norma hukum yang dibuat oleh
hakim melalui putusan-putusannya
dalam menyelesaikan sengketa ad-
ministrasi (sengketa TUN)'®" Bagi
pemerintah, AUPB merupakan kai-
dah hukum tidak tertulis, sebagai
pencerminan nilai-nilai  keadilan
yang wajib diperhatikan di samping
kaidah-kaidah hukum positif, demi
terwujudnya pemerintahan yang
baik dan bersih.

Konsep pemerintahan yang ber
sih bukanlah konsep normatif. Da
lam bahasa hukum (normatif), kon
sep pemerintahan yang bersih se
jajar dengan konsep (tindak) peme
rintah yang absah (rechtmatig
bestuur atau rechtmatigheid van
bestuun)'** Secara teknis yuridis
dan teknis pemerintahan, rechtma-
tigheid bermakna (asas) keabsahan.
Rechtmatigheid van bestuur (asas
keabsahan dalam pemerintahan)
mempunyai fungsi sebagai: a) nor
ma pemerintahan bagi aparat peme
rintahan; b) landasan mengajukan
gugatan kepada pemerintah bagi
rakyat yang dirugikan; dan c) dasar
pengujian suatu tindakan pemerin
tah (administrasi) oleh hakim.'*®

M. Laica Marzuki, dalam Seka-
pur Sirih dari buku yang ditulis oleh
A. Muin Fahmal, berjudul Peran

0 1bid.

Asas-asas Umum Pemerintahan

yang Layak mengemukakan:
AUPB, tumbuh dari asas-asas
umum (algemen beginselen) yg
tidak tertulis sebagaimana lazim-
nya, lahir dari bestuurspraktijk se
hari-hari. AUPB merupakan op
stelsom dari asas-asas hukum
administrasi.
Asas hukum administrasi tersebut
tidak lain dari rechtsbeginselen,
namun dijadikan norma hukum
(rechtsnorm) guna pengujian
(toetsing), sehubungan dengan
absah atau tidaknya suatu per-
buatan ketetapan administrasi
(beschikkingsdaad van adminis-
tratie).'™*

Unsur2 dari “behoorijkkheid”,
menurut G.J. Wiarda sebagaimana
dikutip oleh Philipus M. Hadjon,
yaitu:

1. asas “fair play” (het beginsel
van fair play),

2. asas kecermatan (zorgwvuil
digheid);

3. asas sasaran Yyang tepat

(zuiverheid van oogmerk);

4. asas keseimbangan (oven-
wichtigheid), dan
5. asas kepastian hukum (recht-
zekerheid).'®®
Dalam  yurisprudensi  di
Belanda berkaitan dengan pelaksa-
naan wet AROB 1975, dikembang
bangunkan beberapa asas terkenal,
yaitu:
1. asas pertimbangan (motive-
ningsbeginsel)

51 Menurut UU No. 5 Tahun 19886, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004; sengketa tata usaha
negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

atau pejabat TUN, akibat dikeluarkannya keputusan TUN.

in Philipus Mandiri Hadjon, “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”.
2004. Orasi limiah penerimaan jabatan Guru Besaar dalam limu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, Hal. 7

53 ibid. Hal, 10
54 £ahmal, A. Muin. Op.Cit. Hal. X
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2. asas kecermatan (zorgvuil-
dingheidbeginsel)

3. asas kepastian hukum (rech-
tzekerheid beginsel)

4. asas kepercayaan atau asas
menanggapi harap an yang
telah ditimbulkan (vertrou-
wensbeginsel op beginsel
van opgewekte verwachting-
en)

5. asas persamaan (gelijjkheids-
beginsel)

6. asas keseimbangan (even-

redigheidbeginsel)

asas kewenangan (bevoeg-

heidsbeginsel)

asas “fair play” (beginsel van

fair play)

asas larangan “detournement

de pouvoir' (het verbod

detournement de pouvoir)
10.asas bertindak sewenang-
wenalgg (het verbod wille-
keun)’

Kemungkinan masih dapat di
identifikasi beberapa unsur yang
lain dari AUPB selain seperti ter-
sebut di atas. Meskipun demikian,
tidak merupakan aktivitas yang uta-
ma mengidentifikasi segi kuantitas
unsur-unsur AUPB dan memang
tidak dirinci dalam peraturan per-
undangan. AUPB ditemukan oleh
hakim melalui rechtsvinding. Unsur-
unsur dari AUPB sebagai asas-asas
yang hidup (levend), digali dan
dikembangkan oleh hakim.

~

© o

Freiles Emmessen - Discretionary
Power

Memperbincangkan AUPB se-
bagai norma pemerintahan, akan ter
kait erat dengan penggunaan freies
Emessen (discretionary power) da
lam pelaksanaan wewenang peme
rintahan. Tindak pemerintahan ber
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dasarkan freies Ermessen tidak ber
pijak pada ketentuan hukum tertulis
(yang jelas) atau tidak ada sama
sekali teksnya secara tertulis, meski
pun demikian, tindakan tersebut
harus tetap terikat dengan entitas
rechtmatigheid.

Kekuasaan pemerintahan yang
semual adalah “/egis executio” yang
berarti kekuasaan itu melaksanakan
undang-undang, sebenarnya tidak
pemah dapat terjadi, baik dilihat dari
sifat tugas pemerintahan maupun
sifat undang-undang. Mengapa de-
mikian? Hal ini disebabkan bahwa
sifat tugas pemerintahan tidaklah
pasif (hanya melaksanakan undang-
undang), tetapi aktif menyelenggara
kan ketertiban dan kesejahteraan
rakyat. Demikian juga karena keter
batasan undang-undang, maka i
dak ada suatu undang-undang yang
dapat menjangkau seluruh aspek
kehidupan masyarakat Undang-
undang sifatnya umum dan ditandai
dengan ciri-ciri “impersonal’ dan
“abstrak”, lalu oleh pemerintah dite-
rapkan dalam situasi konkrit, se
hingga dengan latar belakang un
dang-undang yang demikian melahir
kan asas “Freies Ermessen” di da
lam hukum administrasi nega-ra.'®’

Freies Ermessen atau kebebas
an bertindak dari penguasa (discre
tionary power, discresionnaire), me
rupakan salah satu sarana yang
memberi ruang gerak bagi pejabat
TUN untuk melakukan tindakan
hukum. Dalam keadaan tertentu,
pejabat TUN dapat ber tindak tanpa
harus terikat sepenuh nya pada
peraturan tertulis (undang-undang),
melainkan berdasarkan ini siatif
sendiri melalui freies Ermes sen.
Dalam pengertian freies Ermes sen,
bahwa pejabat TUN dapat meng

137 Hadjon, Philipus Mandiri. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rokyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina

llmu. Hal. 185-186.



ambil suatu keputusan berdasarkan
pendapatnya yang wajar, apabila ti-
dak terdapat sesuatu kejelasan da-
lam sumber hukumnya yang tertulis.

Dalam kehidupan ketatanega-
raan, dimungkinkan adanya tindak-
an (tindak pemerintahan-penulis)
yang cepat, tepat dan berfaedah,
namun harus tetap dalam bingkai
yuridis. Kebebasan dimaksud, di
Jerman disebut dengan istilah freies
Emessen. Di Perancis disebut
pouvoir discretionnaire, di Belanda
disebut vrij bestuur. Dalam berbagai
literatur lainnya digunakan istilah ke
bijakan atau kebebasan administrasi
dan tidak termasuk ruang lingkup
AUPB.1%8

Penggunaan freies Ermessen
tidak boleh diartikan secara beriebih
an, seakan-akan pejabat adminis
trasi (TUN) boleh bertindak sewe
nang-wenang dan tanpa dasar atau
pun pertimbangan yang subjektif
individual. Tidak berarti bahwa ter
hadap keputusan-keputusan yang
dikeluarkan berdasarkan wewenang
diskresioner itu, sama sekali tidak
ada norma-norma yang berlaku ter
hadapnya. Norma-norma tidak ter
tulis yang disebut sebagai AUPB
berlaku terhadap keputusan-kepu-
tusan yang diambil berdasarkan we-
wenang diskresioner tersebut.

Kebebasan bertindak atau ke
kuasaan bebas tidaklah dimaksud
kan sebagai suatu kekuasaan yang
tidak terbatas. Kekuasaan bebas
tetap merupakan kekuasaan yang
tunduk kepada hukum, setidak-tidak
nya tunduk kepada norma-norma
hukum tidak tertulis (AUPB). Norma-
norma tersebut ditemukan dengan
menelusurinya dalam teori hukum
umum, dalam praktek yurisprudensi

% Fahmal, A. Muin. Op.Cit. Hal. 7
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pemerintahan maupun peradilan se
hari-hari, juga dalam kesadaran
akan norma-norma moral dan ke
adilan yang hidup di masyarakat.

Dikaitkan dengan negara Indo-
nesia yang bertujuan untuk mense-
jahterakan rakyatnya, maka peng
gunaan freies Ermessen (pouvoir -
discretionnaire) harus didasarkan ke
pada tujuan untuk kepentingan ke
sejahteraan masyarakat. Di sam-
ping itu, penggunaan wewenang ter
sebut dimungkinkan sepanjang tidak
bertentangan dengan nilai-nilai Pan
casila (terutama asas kemanusiaan
dan keadilan).

Rechtmatigheidtoetsing van Bes-
tuur yang Progresif

Para profesional bidang hu-
kum, seperti hakim, jaksa dan polisi,
selalu: mengkonseptualisasikan hu-
kum sebagai hukum negara atau
perundang-undangan. Dengan demi
kian, perspektif tentang dunia hu
kum sangat terkungkung dalam
paradigma formalistik*® Padahal,
gambar hukum yang lengkap dan
benar adalah jauh lebih kompleks
daripada sekedar diyakini dan di
pahami secara formalistik. Iltulah
sebabnya, mengapa dalam banyak
kasus penegakan hukum di Indo-
nesia banyak mengalami situasi
yang mengecewakan, terutama da-
lam dunia peradilan. Hal demikian
dilatarbelakangi (setidaknya) oleh
dua hal:'®
1. teori hukum dipahami secara

sempit yang pada gilirannya

cenderung formalistik, lambat
dan kekurangan kapasitas un-
tuk beradaptasi dan mengan-
tisipasi perkembangan aspek

% Dimyati, Khudzaifah. 2004. Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di
Indonesia 1945-1990. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 94.

¥ bid. Hal 95
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kehidupan masyarakat yang

kompleks dan progresif.

2. proses penerapan hukum yang
menganut paham hukum positif
telah mengesampingkan rasa
keadilan masyarakat.

Cara berhukum tersebut di
atas, telah terjebak dengan cara-
cara berhukum positivisme yang
sempit dan kurang diliputi semangat
untuk mengeksplorasi pemenuhan
rasa keadilan yang lebih konteks-
tual. Para penegak hukum lebih
suka tidak perlu berpikir ekstra,
tetapi cukup bersandar pada teks-
teks tertulis dan prosedur yang
kaku. Dikatakan oleh Achmad Ali."®

Yang lebih memprihatinkan lagi,
karena akibat penggunaan kaca
mata positivisme kaku dalam me-

_ngintepretasikan berbagai undang-

undang, maka berbagai kebijakan
penegak hukum maupun putusan
hakim, gagal untuk menghasilkan
suatu keadilan yang substansial,
melainkan hanya sekedar mampu
menghasilkan keadilan prosedural.

Sebenamya positivisme tetap

penting dan diperlukan, yang dalam

istilah Satjipto Rahardjo, disebut se- -

bagai alat “logic critical thinking’,
tapi jangan berhenti di situ saja, cari
tujuannya. Wet atau undang-undang
itu penting sebagai permulaan. Da-
lam perspektif ide hukum responsif
dari Nonet-Selznick, menegaskan
karakteristik tentang hukum yang
baik:
...in this perspective good law
should offer something more than
procedural justice. It should be
competent as well as fair; it should
help define the public interest and
be committed to the achievement

of substantive justice.®
Berdasarkan pendapat Nonet-
Selznick tersebut di atas, hukum
yang baik seharusnya menawarkan
sesuatu yang lebih, daripada seke-
dar keadilan prosedural. Hakim yg
baik harus berkompeten dan juga
adil; hukum semacam itu seharus-
nya mampu mengenali Kkeinginan
publik dan punya komitmen bagi
tercapainya keadilan substantif. Me
nurut Nonet-Selznick, solusi penca-
paian keadilan substantif adalah me
lalui cara berhukum yang respon sif.
A distinctive feature of respon-sive
law is the search for imsglicit values
in rules and policies.'® Ciri khas
hukum responsif adalah mencari
nilai-nilai tersirat yang terkandung
dalam peraturan dan kebijakan.
Pesan dan komitmen tersebut
di atas, mensyaratkan, bahwa cara
berhukum yang baik tidaklah cukup
memadai apabila hanya disibukkan
pada pemikiran-pemikiran yang se-
mata-mata menggunakan logika-pro
sedural, melainkan harus dilan-dasi
perasaan yang kontekstual. Dikata
kan oleh Satjipto Rahardjo:
Berpikir dengan perasaan mem-
pertimbangkan lingkungan atau
habitat, sehingga tidak semata-
mata menggunakan logika. Ber-
pikir menjadi tidak lagi seseder-
hana seperti berpikir logis, tetapi
menjadi lebih kompleks karena
mempertimbangkan faktor kon-
teks. ...model berpikir yang mema
suki dimensi kedalaman, yaitu
mencari makin dan nilai ter sem
bunyi dalam objek yang sedang
ditelaah. Ini disebut berpikir spi-
ritual atau kecerdasan spiritual. "¢

162 camekto, FX. Adjie. 2005. Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hakim Modern. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
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Pada bagian [ain Satjipto
Rahardjo mengemukakan:
Untuk melakukan dan pemaham-
an hukum yang menukik, kita per
lu berangkat dari keyakinan bah
wa hukum itu mengandung ke
dalaman tertentu daripada yang
dapat dibaca dari teksnya saja.
Membaca teks saja, tidak sama
dengan membaca kedalaman kan
dungan teks tersebut.'®®
. Konteks uraian tersebut di atas,
selaras dengan apa yang dikemu-
kakan oleh Bruggink, bahwa aturan
(hukum) itu berkaitan dengan kese-
luruhan kejadian yang tidak dapat
diramalkan, sehingga dipandang
lebih bijak untuk membuat aturan te-
tap fieksibel (lentur) dengan meng-
gunakan pengertian yang “kabur”.
Hakim mengemban. tugas untuk
member isi pada pengertian yang
“kabur” itu, dengan memperhitung
kan keadaan konkret dari kejadian
yang harus dinilai itu'®® Pengertian-
pengertian kabur itu sangat “popu-
ler” dalam hukum, sehingga me-
mungkinkan tatanan hukum kita me
nyesuaikan diri pada tatanan masya
rakat yang berubah. Sebagaimana
dikutip oleh Indroharto, van Wijk -
Konijnenbelt menegaskan:
Tidak mungkin dilaksanakan, bah
wa untuk tiap tindakan pemerin-
tahan itu diharuskan adanya da-
sar legalitas yang absolut. Karena
hal itu tidak akan menghasilkan
apa-apa. Lagi pula apakah pem-
buat undang-undang mampu ber-

buat demikian? Kalaupun pem-
buat undang-undang mampu me-
nyediakan dasar legalitas dalam
bentuk pemberian wewenang
yang bersifat umum (blanket
wefgeving), maka hal itu bukan
berarti pemberian perifindungan
hukum bagi warga masyarakat,
tetapi hanya sekedar memberikan
legitimasi formal bagi tindak pe-
merintahan yang bersangkutan'®’
Tidak dipungkiri, bahwa norma-
norma hukum negara kadang-ka-
dang tidak selalu sesuai dengan
rasa keadilan/pendapat masyara-
kat'®. bahkan, hukum tidak selalu
benar, ia tidak memonopoli kebe-
naran; hukum bisa salah'®® Teks
undang-undang itu hanyalah seke-
leton (skema) belaka dari sesuatu
yang pada awalnya utuh. Keutuhan
hukum menjadi hilang atau setidak-
nya tereduksi, begitu dituangkan
dalam rumusan-rumusan bahasa.
Hukum yang semula utuh dalam
kepala pembuat hukum, menjadi
hilang keutuhannya begitu hukum
menjadi teks undang-undang.'’®
ltulah sebabnya, penerapan ke
tentuan hukum positif terhadap sua
tu realitas seringkali menghadapi
persoalan kepastian hukum dan ke
adilan. Bahkan bukan itu saja,
seringkali norma-norma hukum ne
gara dapat menjadi beban bagi ma
syarakat lokal. Seperti yang dikata
kan oleh Bemard L. Tanya, hukum
nasional dapat menjadi beban bagi
budaya lokal. Hukum nasional tidak

d Rahardjo, Satjipto. “Memunculkan Kekuatan Hukum”, bacaan mahasiswa Program Doktor Undip untuk mata

kuliah limu dan Teori Hukum. No. 27/2008. Hal. 4
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selalu compatible dengan budaya
lokal, sehingga da pat menimbulkan
goncangan dan beban bag| tertib
lokal yang tepat guna'’* Padahal,
manusia tidak bisa hidup di luar ke
tertiban, tetap tetap bisa hidup tan
pa menggunakan hukum modem.
Lagi pula, tiap komunitas sesuai
dengan kearifannya akan membang
un ketertibannya sendiri."”

Dalam konteks hukum yang
responsif (Nonet-Selznick) atau
hukum yang progresif (Satjipto
Rahardjo), pekerjaan hakim menjadi
lebih kompleks. Seorang hakim bu-
kan hanya teknisi UU, tetapi juga
makhluk sosial. Karena itu, peker-
jaan hakim sungguh mulia karena ia
bukan hanya memeras otak, tetapi
juga nuraninya'™ Dalam arti yang
sesungguhnya, hakim dalam men-
jalankan tugasnya mengadili meru-
pakan pergulatan batin, pergulatan
kemanusiaan.'™

Kembali kepada perbincangan
tentang discretionary power tadi,
bahwa di Indonesia cukup lama ber
kembang dan diyakini suatu para-
digma, bahwa tindak pemerintahan
berdasarkan discretionary power
tidak termasuk ranah pengujian
“rechtmatigheid”. Hal tersebut diang
gap sepenuhnya wewenang ‘eks-
klusif” pejabat (administrasi) dengan
jargon, “itu tindakan kebi-jaksanaan
pejabat, wewenang sepenuhnya pe-
jabat tersebut”. Dengan dikembang-
kannya AUPB maka paradigma la
ma tersebut dapat dipertahankan
lagi.

mn

Kekuasaan bebas (discretiona-
ry power, discretinaire bevoegdheid)
yang semula seakan-akan tidak ter
jamah oleh rechtmatigheidstoeting
sudah lama ditinggalkan. Kriteria
umum (juridische criteria) yang digu
nakan untuk menilai segi recht
matigheid kekuasaan bebas itu, di
Belanda disebut “algemene begin
selen van behoorlijk bestuur’, di
Perancis disebut “principes gene-
raux du droit pubblique, di Belgia
disebut “algemene rechtsbeginse-
len” dan di Jerman termasuk Img
kungan “Vervassungsprinzipien™
Dikatakan oleh de Moor-van Vugt:

Du rol van juridische die aan de
uitoefening van discretionaire be
voegdheid gestald worden, wordt
in het Nederlandse administratieve
recht vervuld door algemene be
ginsselen van behoorlijk bestuur.
Zij zijn tot ontwikkeling gekomen in
de rechtspraak van administraeve
rechter, die ze hanteert als toet
singsnorm bij de controle van
individuele besluiten."

Peran dari kriteria yuridis bagi
pelaksanaan wewenang pemerintah
an, melalui AUPB tersebut, berkem-
bang di dalam peradilan oleh hakim
administrasi, ia dipakai sebagai nor
ma penguji pada pengawasan ter-
hadap keputusan TUN. Pada per
kembangan selanjutnya malah tim-
bul kesadaran, bahwa peran ter
sebut tidak hanya berfungsi sebagai
norma penguiji, tetapi juga sebagai
norma bagi pemerintah untuk me
laksanakan wewenangnya.

Bernard L. Tanya. “Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan
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Suatu keputusan pemerintah
yang bertentangan dengan AUPB,
berarti bertentangan dengan peratur
an hukum. Secara ringkas dikata-
kan, bahwa istilah AUPB sebenar-
nya dimaksudkan sebagai peraturan
hukum tidak tertulis pada pemerin-
tahan'’”* Dengan demikian, AUPB
harus dipandang sebagai norma
hukum tidak tertulis yang senantiasa
harus ditaati oleh pemerintah. Dika-
takan oleh Philipus M. Hadjon, per
buatan penguasa (dengan memper
hatikan asas keserasian yang ber
tumpu atas dasar kerukunan) tidak
hanya dinilai berdasarkan norma-
norma yang “zakeljk” tetapi juga
dinilai berdasarkan kepatutan yang
beriaku dalam masyarakat.'™ AUPB
digali dan ditemukan dari unsur
susila, didasarkan pada moral se
bagai hukum riil, bertalian erat
dengan etika, kesopanan dan kepa-
tutan. Dikatakan oleh Tumanaha:
that law is a mirror of society that
functions to maintain social order ...
The norms of law are derived from
and reflect the customs and morality
of society.'™

Paralel dengan pendapat
Tamanaha tersebut di atas, bahwa
dalam menggunakan wewenang pe-
merintahan tidak hanya menuntut
penggalian AUPB yang lebih ber
sifat universal, tetapi juga mem-
buka ruang dalam tatanan yang
lebih pluralistik, seperti halnya da
lam masyarakat Indonesia yang ma
jemuk. Dengan demikian, pencarian
dan penemuan keadilan yang sub
stantif bagi perlindungan hukum ter
hadap tindak pemerintahan, dapat
didasarkan pada nilai-nilai kearifan-
kearifan lokal. Hal ini selaras
in

i78
179

H.R. Ridwan. Op. Cit. Hal. 249

dengan ungkapan Satjipto Rahardjo
dalam suatu perkuliahan, yaitu “the
truth of law is the legal system is
rooted in peculiar form of social life.
Bentuk social life itu selalu peculiar,
khas. ;

Penilaian keabsahan terhadap
tindak pemerintahan tidak hanya ten
tang hasilnya, melainkan juga ten
tang caranya. Penilaian di bidang
ilmu hukum administrasi adalah me-
nyangkut segi-segi kewajaran dan
keadilan. Dengan cara demikian,
maka guncangan dan beban bagi
terhadap tertib lokal, sebagaimana
yang dirisaukan Bemard L. Tanya,
sehubungan dengan keberlakuan
hukum positif negara, dapat dianti-
sipasi dan dihindarkan seminimal
mungkin.

AUPB Versi Hukum Indonesia

AUPB akan selalu berkembang
sesuai dengan perkembangan kesa-
daran hukum masyarakat. Oleh
karena sifat AUPB yang “levende
beginselen’ dan berkembang me-
nurut praktek khusus melalui putus-
an pengadilan, maka tidak ada daf-
tar khusus berapa jumilah asas-asas
dari AUPB tersebut secara pasti.
Satjipto Rahardjo, dengan menunjuk
pendapat Paton, mengungkapkan:

Asas hukum merupakan unsur
yang penting dan pokok dari per
aturan yang paling luas bagi lahir
nya suatu peraturan hukum. Ber
arti bahwa peraturan hukum itu
pada akhimya dapat dikembalikan
pada asas-asas tersebut. Kedua,
ia merupakan ratio legis atau ala
san bggi lahimya peraturan
hukum.’

Hadjon, Philipus Mandiri. Perlindungan Hukum ... Hal. 193

Tamanaha, Brian Z. 2001. A General Jurisprudence of Law and Society. New York: Oxford University Press Inc. Hal. Xi
™ pahardjo, Satjipto. 2004. limu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Bandung: Citra

Aditya Bakti. Hal. 45




Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2009, Volume 27 No.1

Dikatakan oleh Bruggink, asas hu
kum mengemban fungsi ganda:
yaitu sebagai fondasi dari sistem
hukum positif dan sebagal batu uji
krlgl's1 terhadap suatu sistem posi
tif.

Asas hukum adalah abstraksi
dari peraturan hukum karena meng-
andung pengertian yang lebih luas
dan lebih umum jangkauannya dari-
pada peraturan hukum. Asas hukum
inilah yang memberi makna etis ke-
pada peraturan-peraturan hukum,
karena ia terwujud dari nilai-nilai etis
yang dijunjung tinggi. Dengan per-
kataan lain, asas hukum merupakan
“‘jembatan” antara peraturan hukum
dan pandangan etis masyarakatnya.
Menjadi rancu tatkala penjelasan
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004 menyatakan,
bahwa yang dlmaksud dengan
AUPB adalah:'®
asas kepastian hukum;
asas tertib penyelenggaraan ne
gara;
asas keterbukaan;
asas proporsionalitas;
asas profesionalitas; dan
asas akuntabilitas
Dljelaskan pula bahwa AUPB ter-
sebut adalah sama dengan asas-
asas umum penyelenggaraan nega-
ra (AUPN) versi Undang-Undang
No. 28 Tahun 1999 tentang Penye-
lenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Ne
potisme.

Jika unsur AUPB (AUPN versi
UU No. 28 Tahun 1999) telah diru-
muskan dalam suatu undang-
undang, maka karakter “asas” ter-

lonaw Mo

% pruggink,. J.J.H. Rechts Refiecties ... Hal. 133
182

sebut telah berubah menjadi kaidah
(norma) hakim tertulis. AUPB versi
hukum Indonesia itu tidak persis lagi
sebagal AUPB sebagaimana yang
dikonsepkan sebagal kaidah yang
tidak tertulis (merupakan pemikiran
yang umum dan abstrak), tetapi
sebagai aturan hukum yang konkret
karena telah tertuang secara tertulis
dalam pasal undang-undang.

Pemuatan unsur-unsur AUPB
dalam suatu undang-undang, meru-
pakan hal yang tidak lazim, seyog
yanya cukup dengan memuat istilah
AUPB saja. AUPB tidak dirinci
dalam peraturan perundang-undang
an, melainkan ditemukan oleh
hakim melalui rechtswndmy Pe
nemuan hukum (rechtsvinding™ ),
merupakan wilayah kerja hukum
yang sangat luas cakupannya. Pene
muan hukum oleh hakim tidak se
mata-mata menyangkut penerapan
peraturan hukum terhadap peristiwa
konkrit, tetapi juga penciptaan
hukum dan pembentukaan hukum
nya sekaligus.

Penutup

Tiap tindakan pemerintahan
selalu didasari atas hukum yang
diproyeksi untuk mensejahterakan
dan membahagiakan warga. Segi
rechtsvinding untuk tindak pemerin-
tahan yang bersih, telah terkawal
oleh norma-norma hukum, nilai-nilai
etik, dan nilai-nilai fiosofis. Keku-
rangan dan norma hukump pemerin
tahan yang tertulis, dicukupkan
dengan norma hukum tidak tertulis
(AUPB). Dengan demikian, keab-

Alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas UU NO. 5 Tahun 1986, yaitu karena keputusan TUN yang dimaksud :

a. bertentangan dengan peraturan perundangan;

b. bertentangan dengan AUPB

18 Hamidi, Jazim. 2005. Hermeneutiko Hukum. Yogyakarta: Ul Press. Hal. 51
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sahan tindakan pemerintahan sefalu
dapat diuji dan dinilai dari segi
normatif, bahkan secara progresif
diuji dengan AUPB.

Jika dalam praktek menjalan-
kan norma pemerintahan dan pene-
gakannya, termasuk dalam arti
rechtsvinding, belum mencerminkan
tindakan pemerintahan yang bersih
dan perlindungan hukum yang ber
keadilan secara substantif, adalah
semata-mata persoalan cara berhu-
kumnya yang keliru atau salah. Da
lam pandangan Satjipto Rahardjo,
sesungguhnya persoalan-persoalan
yang kemudian timbul itu pada
hakikatnya juga diciptakan oleh ma
nusia dan merupakan ulah manusia
itu sendiri.'™ Karena pada dasar
nya, hukum tentang tindak pemerin
tahan dan hukum tentang penilaian
tindak pemerintahan (oleh hakim),
sebenamya sudah baik. Sementara
itu, AUPB memiliki karakter pro
gresif, tapi manusia yang menja-
lankan hukum itu banyak yang mem
bengkokkan, bahkan mematahkan
progresivitas norma pemerintahan
tersebut.

Dari contoh praktek pelaksana-
an administrasi di negara-negara be
kas jajahan Inggris di Afrika, seba-
gaimana diungkap oleh Robert B.
Siedman, merupakan fakta yang
mendukung tesis di atas. Di masa
kolonial Inggris, hukum administrasi
dijalankan dengan penuh dedikasi
dan kesetiaan oleh para civil servant
kerajaan Inggris, sehingga kelemah-
an dalam hukum administrasi di-
tutup oleh sikap dedikasi dan kese-
tiaan pelaksananya. Tetapi, sejak
administrasi tersebut diserahkan
kepada bangsa Afrika pasca-ke-
merdekaan, semuanya berubah dan
merosot, meskipun hukum yang

dijalankan masih sama yang itu
juga.'® Jelaslah bahwa hukum itu
tidak bisa dilepaskan dari faktor dan
kualitas manusia yang menjalan-
kannya.

Pada akhirnya, manusia sen
dirilah yang menentukan bagaimana
ia akan berhukum. Oleh karena itu,
hukumnya jangan dijadikan kambing
hitam atas semua keburukan men
jalankan wewenang pemerintahan,
melainkan terletak pada oknum
manusia yang menjalankan wewe-
nang tersebut yang tidak verstehen
(mengerti, memahami secara kons-
tekstual), atau pura-pura tidak
verstehen atau tidak amanabh.
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